
BUPATI SELUMA

PEMTURAN BUPATISELUMA

r{omoR./*. rnHun zoos

TENTANG

PEMBENTUKAI.I BANK PERKREDITAN RAKYAT KAtsUPATEN SELUMA

DINGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIiA ESA

BUPATI sELUI!,IA,

: a. bahwa untuk^ mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat
di Kabupaten seruma, perru adanya dukungan permodaran crari rembaga
perbankan;

b' bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu lembaga perbankan milikPemerintah Kabupaten seruma yang orrtujurn untuk membantu
masyarakat memperoleh kredit modal usaha ierta kegiatan dibidang
perbankan lainnya;

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Aupati tentang pembentukan gant<
Pen gkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Seiuma;

:1. undang-uncrang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah
(Lernbaran. Negara Republik lndonesia Tahun 1g6i Nomor to, iu*nan.n
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor Z3BT);2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1gg2 tentang nernankan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 51, Tambanan'Lennoaian
Negara Republik lndonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah O.ngun
undang-undang Nomor to l{u1 tOgg 1[embaran Negara Repuitik
lndonesia Tahun lgg8 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negiia n.prnrir,
lndonesia Nomor 3790);

3' Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Mukomuko, Kabupaten seruma dan Kabupaten" Kaur di provinsi g.;!krr,
(Lembaran. Negara Repubrik rndonesia Tanun 2003 Nomor 23, Tambihan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4266);4' Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang #nk lndonesia (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan'Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4352);5' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20'04 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran,Negara Republik lndonesia Tahun 200i Nomor 1ZS, tamOanin
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 22" Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank perkreclitan Rakyat Milik pemerintah Daerah;
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I. leiairn'3:^r rnicresra iror,or E i7,'Pgi2i34:entarg Bank pecrreditan

F.akyat Brr: asaixan Frinsip Syanah ;
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MEMUTUSK,AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHMN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH KABUPATEN SELUMA,

BAB I

KETENTUAN UII,IUM

Pasal 1

I e a- ::'::.lran Bupati ini yang dimaksud dengan :

l'a,-a- aCalah Kabupaten Seluma ;* :*-p;riah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badantr6.1;. ,-r Daerah.
. l*r. r l#rn rOalah Bupati Seluma;
- ::-*sa^aan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang selanjutnya disebut PD. BPRS adalah

i a::- -saha Milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang rnodalnya baik seluruh maupun sebagian
-*--:3.iai kekayaan Daerah yang dipisahkan;

: i"' :gi(i'editan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
:e*:=airan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
la- I 31 3130 .; :*--': Syariah adalah Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk
;t3':,'-!€r1?n dana danlatau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai
:*-l3r syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan
:':-:r':'kan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan mempeioleh
{i-*:--ian (Murabahah). Aturan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa mumi tanpa
: t - a-ah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak
:l*( : eh pihak lain (ljarah Wa tgtina)." * 
"-ll'Sabang adalah Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat

i3-' ;trlS bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut
-€:r:,-{an usahanya.

i - -: :e;ayanan Kas adalah Suatu tempat dimana terjadi lransaksi pembayaran dari daerah atau
,,: .?,2' :gtgntU.

i l,:*:r" f,engawas adalah Dewan Pengawas pD. BpRS;"- I =rs' aCalah DireksiPD. BPRS;
l€r,'a' Pengawas Syari'ah adalah Dewan pengawas Syari'ah pD, BpRS;'- :::ar,ai adalah Pegawai FD, BpRS;

: ,0,+:,aah adalah Akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang / uang dengan
. -3r. i'?09 diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutufian
:ai?ig i uang;"1 
',t,nbahah adalah Akad jual beli antara bank dengan nasabah, Bank membeli barang yang diperlukan
-asabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebasar harga pokot< OitamUan dengan
o:-;.f,lngan yang disepakati;": t,t.iterabah adalah Akat antara pihak pemilik modal (Shahibul Mal ) dengan pengelola (Mudhorib)
-^:-{ nnemperoleh pendapat atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisab yang telah disepakati
: :'*ar akad;": sisina adalah Akad jual beli barang (Mashnu) antara pemesan (Mustashni) dengan penerima
:€sanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran
: a<ukan secara bertahan sesuai kesepakatan. Apabila bank tidak sebagai Shani' kemudian menunjuk
:'a< iain untuk membuat barang (Mashnu') maka halinidisebut (istishna pararel);

.arah adalah Akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (MustaJir) setelah
Tasa se',va berakhir baranc sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir;



Sara'fi adalah Akad sewa jual beii oarang pesanan {Muslam Filih) antara pembeli (Muslam) dengan
:en1ual iMuslam lllaih). Spesifikasj dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran
:rarukan dimuka secara penuh. Apabila bank ber'tindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada
: iak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fiih) maka hal ini disebut Salam Pararel.
:airin adalah Akad Penyerahan barang / harta (Mahrun) dari Nasabah (Rahin) kepada Bank (Mutahin)
sebagai jaminan atau seluruh hutang;
!a''oh adalah Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib
: qembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Kapada Muqtaridh. Pengembaiian pinlamin
ia'en dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus;
izdhul Hasan adalah Akad pinjaman dari bank (maqridh) kapada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk
:luarl Sosiai yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman;
t,t:syarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam
:-ail usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak unfuk ikut serta, mewakilkan,membatalkan
-a(.ry? dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut;
:-,nslp Cperasional Syari'ah lainnya adalah Prinsip Syari'ah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank
Slar ah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak berlentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan
:sl-rtndang'undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank lndonesia dan dewan Syari'ah
\ -^:^^^lr 1\:U! ldl.

BAB II

PEMBHNTUKAN KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

lengan Peraturan Bupatiinidibentuk PD. BPRS dengan nama pD BPRS Seluma;
l'rganisasi dan Tata Ker-ja PD. BPRS Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Sengan Peraturan Bupat usulan Direksi.

Pasal 3

rD BPRS Seluma adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya dibidang
lerbankan, dengan berdasarkan prinsip syari'ah.
lengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini terhadap pD. BpRS
beriaku segala ketentuan hukum yang berlaku,

Pasal 4

(antor Pusat PD. BPRS Seluma berkedudukan di TAIS dan dapat membuka Kantor Cabang di
{ecamatan-kecamatan dan Unit Pelayanan Kas di Kelurahan/Desa;
lalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PD, BPRS Seluma sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus :

ali Mendapat izin dari Bank lndonesia.
n) Tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
c) Memenuhipersyaratan tingkat kesehatan selama 6 bulan.
d) Menambah jumlah modalyang disetor.
untuk pembukaan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus :

ai Menyampaikan renmna pembukaan pelayanan kas secara tertulis kepada Bank lndonesia
selambat-lambatnya sebelum pembukaan pelayanan kas.

b;l Menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan pembukaan pelayanan kas kepada Bank
lndonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

:) Memenuhi keientuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
d,t Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dengan tingkat cukup sehat.

;



tsAB ili

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

:: 3?RS merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan dan menjalankan
-s*-: libidang perbankan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan prinsip syari'ah.

Pasal 6

--:-r lencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD. BPRS Seluma menyelengarakan
{:: ::?r usaha antara lain :

: i,,;:ghimpun dana dari masyarakat meliputi :' -abungan berdasarkan prinsip wadi'ah alau mudharabah.
: Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah,
: Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah alau mutharabah.

: t"?iyalurkan dana pembiayaan dan melakukan pembinaan terhadap para pengusaha kecil;dalam
:rriLx antara lain' lransaksijual beli berdasarkan prinsip :

a). Murabahah;
bl. /sfishna;
c,l. ljarah;
o,i, Sa/am.

i Pembiayaan bagihasil berdasarkan prinsip :

a,I Mudhanbah;
b), Musyarakah;

: t,fe akukan kerjasama antara PD. BPRS Seluma dengan lembaga Perbankan atau Lembaga
'leuangan lainnya; dan

: i-renialankan usaha-usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang
-r'ian gan yang berlaku.

Pasal 7

:' 3)RS Seluma dapat bertindak sebagai lembaga Baitul Mal yaitu menerima dana yang berasal daril-ri infaq, Sadaqah, Wakaf, Hibah dan dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam
:e-:-.ri santunan dan / atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan),

Pasal I
. :1. BPRS Seluma dilarang melakukan kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.
I -1" BPRS Seluma dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

*"';Cal dasar PD. BPRS Seluma ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dan
'r€rupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- l"xjal disetor PD, BPRS Seluma ditetapkan sebesar Rp.600.000,000; (enam ratus juta rupiah).
: ,iagtan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk modal kerja paling

s#:kii 50% (lima puluh psrssratus).
: :erambahan modal iise::- sa:ncai Cengan terOenuhinya modai dasar ditetapkan dengan KeputuSan

letala Daerah"



i.lHl'ffiHliill*l';.1,h ilf#r'n 
Pemerinrah Daerah rerrebih dahuru diangsarkan daram

Pasal 10

ren'rilik modarpD. BpRS seruma adarah pemerintah Kabupaten seruma.-e:ala Daerah karena kedudukanyi n.rtino.r dan atas nama pemerintah Daerah.

BAB V

ORGAN PD. BPRS SELUMA

pasal 11

:=-;-rs pD, BPRS terdiridari ;

' le,,ran pengawas 
Syariah: ler;an pengawas;

: I -:<si

BAB VI

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Bagian Kesatu

Sya rat"Syarat pen ga n gkata n

Pasal 12

le'aan pengawas syari'ah adalah dq*T yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan

I:i:{,fr1':TflJ;;:fii';[i*T,31;i3;l';#d;n-ukan 
usaha 6eii",,,,,*un p,i.,ip sv,ii,i,

, :;i!'til-ffi:,.'!:t'ffiftr:l,Htr;fflil1fakarpakardibidang svari'ah Mu'amarah yans: -::am pelaksanaan tugas sehari-nari.,dewrn-nrngr*as syariah wajib mengikuti Fatwa DewanSran'ah Nasional yang i'etupakan otoritar trttrggi iJ*i *rng*ruarkan fatwa mengenai kesesuaian:.rduk dan jasa bank dengan tetentian orn prinJli d;;;ilh;I -':ggota Dewan Pengawai svari;arr onngkat dan aiurrn*ntikr1 ole.h Kepala Daerah selaku pemegangsaram seterah mendapat persetujuan dari Dewan syari,ah Nasionar;

, .J.ln.ru'-,ffii$*:f1,il:115ilffiJt?tr,i,gix}f.i*T'dan seterah berakhir masa jabaran yans

' l|ij.rft:an 
Pensawai svari'ah rukuiunglkuffi;il; (dua) orans atau sebanyak-banyaknya 3

, ;ii[|.Flf;J{:flxffi:ff'jl[fi?::ffi;dimaksud 
avar (3)diharapkan memirikipenserahuan

,:iitr *'S;.Jd::',:ff:-i:il:l#,';*:l'rm[if3l,' 
meranskap jabaran sebagai Dewan

' ;ff;A?i|i;;*n'wai svari'in Fb bFlns iil".s''Jn1ruu, Ansgota Direksi pada Bank Umum
' - ::ggota Dewan pelgaw.as syari'ah wajib memenuhi.persyaratan sebagai berikut:a lvlempunyai dedikasi, akhlak dam moral vung bri['r;i. rmpu menjalankan kebijakan yangditetapkan Kepara Daerah daram metaruran f#;;;;n pengawas pD. BpRS;: Bersedia mengembangkan dan melakukrn r,,igi.ir; *rni pD. BpRs secara sehat;



: ridax teriibat secara ;:ngsung maupl,n fidak iangsung terhadap setiap kegiatan penghianatan
xepada Negara;

: Sehatjasmani dan rohani;
i Tidak pemah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
' =iCak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
-^ggota Dewan Pengawas Syari'ah diutamakan bertempat tinggaldiwilayah kerja pD. BpRS;
''::ala Daerah menunjuk Wakil kuasa untuk menjadi ketua/Anggota Dewan pengawas Syari'ah.

)

Pasal 13

lriara sesama Anggota Dewan Pengawas syari'ah dan atau antara Anggota Direksi, tidak boleh ada-.b',ingan keluarga sampaiderajat ketiga, baik menurut garis lurus maufun garis kesamping termasuk
-erantu dan ipar;
::abila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk
"elanjutkan jabatanya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah;
l"cgota Dewan Pengawas Syari'ah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung
-:upun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh pD. gpRs. '

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 14

' :'cgcta Dewan Pengawas Syari'ah paling banyak 2 (dua) orang salah segrang diantaranya ditunjuk
::bagai ketua Dewan Pengawas Syari'ah;

i -rggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari
kwan Syari'ah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkai kenbali
.ce:eiah masa jabatan tersebut berakhir.

Bagian Ketiga

Tata cara Fengangkatan Anggota Dewan pengawas syari'ah

Pasal 15

Drcses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat oleh Kepala Daerah dari personal
,'ang telah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional;
Sebelum menjalankan_ tugas, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah ditantik dan diambil sumpah
abatanya oleh Kepala Daerah selaku kuasa pemllik;
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD. BPRS harus dilaporkan kepada Bank
'rlonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 16

le"van Pengawas Syari'ah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap pD. BpRS
sesuai ketentuan dan prinsii-prinsip:
laiam menjaiankan tugasr."'a iewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada Dewan Syari'ah
l,iasicnal (DSN):



: ::..arggungjawaban Deivan Pe*;a*'as Svai ah ciilaxukan secara tertulis yang ditandatangani oleh

'"::..:a lewan Pengawas S;ari'an.

Pasal 17

-:2 :a:a Can tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan

leo*:- Syari'ah nasional, dengan ketentuan :

: lEwan Pengawas Syari'ah rnempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan

:qatsanaan tugas PD. BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syari'ah yang telah

:'arwakan oleh Dewan Syariah Nasional;

: ::^gawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah mengandung pengertian pengawasan

:a- ;ernbinaan terhadap kegiatan operasional BPRS;

; ::-gawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pengawasan kedalam tanpa

-r'g'.rrangi kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas diluar PD. BPRS;

: :*.::erian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi datam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan
, e:erfu an dan prinsip-prinsip operasional perbankan Syari'ah;

: :,Tninaan sebagiamana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga
-":'lsungan PD. BPRS;
r=--:e,lasan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah

- : -5Jl.di l.

Pasal 1B

l,iildi pengawas Syari'ah mempunyai fungsi :

: t,lemberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek
i:n'eh'!Jg,t urrJ

: 3ebagai Mediator antara PD. BPRS dan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkoordinasikan usul

:air saran;

: rergembangan produk jasa dari PD. BPRS yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syari'ah
- asional,

: 3ebagai penrrakilan dewan Syari'ah nasionalyang ditempatkan pada PD. BPRS.

l*-i,,?: Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PD. BPRS agar tidak

-e-;;.r'cang dari ketentuan prinsip Syari'ah,

Bagian Kelima

Pasal 19

--:-{ menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan
:r-;auas Syari'ah sewakiu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas

lr: a,
:::e: sebagaimana pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah dan atau anggota

:r; :riunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah;
a sr,-rrs3i1 rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
'-:ai a daiam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan

?:a: *enunda rapat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari;
:'?- --:aan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;

-:- 2 setelah ditunda sampai 2 (dua) katisebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih belum dapat

,.:, *,..ifakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah setelah berkonsultasi

r*-'r3- (epala Daerah.



Sagian Keenam

Rapat Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi

Pasal 20

' r,apat antara Dewan pengawas syari'ah dan Direksi,dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1

::iun atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah;

_ -apat antara Deilan pengawas Syari'ah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap

:erlu atas undangan KefuJDewan Pengawas Syari'ah atau atas permintaan Direksi

Bagian Ketujuh

Laporan Dewan Pengawas SYari'ah

Pasal 21

Ie,ua:r pengawas Syari'ah harus memberikan laporan berkala kepada Kepala Daerah dan Dewan

:,,.:awas S"yari'ah Nasionat tentang Pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 {satu)

=--' yaitu setiap bulan Desember.

Bagian KedelaPan

Hak Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 22

;,etua dan Anggota Dewan pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya

sebagai berikut :

e Ketua : Paling tinggi40% dari rata-rata penghasilan Ketua Dewan Pengawas PD.BPRS'

j. Anggota : Paling tinggi S0% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syari'ah '

:cnorarium Dewan neigawis Syari'ah berasal dari PD. BPRS yang dianggarkan dalam RKI yang

:eiah mendapat pengesahan Kepala Daerah

Seiiap akhir'masa labatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat uang pesangon

:enga6ian r*.u6 bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir

-ri lrbatun paling tinggi sebesar 40% dari rata-rata yang diterima oleh Anggota Dewan Pengawas

rcrtanding seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1);

3agi Ketui dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa

,abitannya berakhii, mendapat uang pesangon dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal

: {satu) tahun dan besarnya uang pesangon yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya

:ertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;

i

Bagian Kesembilan

Fernberhentian Anggota Dewa n Pengawas Syari'ah

Pasal 23

' -eggota Dewan Pengawas Syri'ah, berhenti karena ;

z, hlasa jabatannYa berakhir:

: htleninggal dunia

- :rlgota O'e*an Pengawas S;lari ah dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :

Pen'nintaan sendiril

l,{elakukan tindakan )'3r-- -e':: ran rI SPRS;

l,telakukan iindakan a:a-:;=.ra: r€isr:ar,gan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;



Pasal 24

-"-::3la lewan Pengawas Syari'ah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam. ::s: 2?, ayar (2) huruf b dan c, diberhentikan sbnentara oteh Kepara Daerah;- " ::a'a Daerah memberitahukan kepada yang n.mnflriun secara tertulis pemberhentian sementarar-::3ia Dewan Pengawas syari'ah sebagairiana oimir<suJ pada ayat qtloi[rta: alasan-alasannya;

Pasal 25

' :: -3 rambat 1 (saiu)bulan sejak pemberhentian sementara Kepala Daerah sudah melakukan sidang
' a-': dinadiri oleh Anggota Dewan Pengawas syari'ah uniut r*nutapkan apatan yang bersangkutan: :e*entjkan atau direhabilitasi kembali;- r:3:"a dalam jangka waktu. 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah:e-- melaksanakan, maka keputusan pemberheritian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan:€- rl:nya;

:: L:a'i a dalam sidang yang dihadiri Kepala Daerah, Dewan pengawas serta Direksi sebagaimana: -a 'sud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas syari;an tioai naoir, ;.k;yang bersangkutanr e13gap menerima keputusan yang ditetapkan-oteh Kepara Daerah.

Pasal 20

" r-:Esta Deivan Pengawas syari'ah yang diberhentikan paling.lambat 15 (tima belas) hari sejak::3-.'nanya keputusan Kepala Daerah ientang pemnenentilnya, dapat mengajukan keberatan secara:::; ,s kepada Kepala Daerah;
- :: i.3 lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah mengambil*i;*itusan apakah menerima atau menolak peimohonan keberaran dimaksud;: -:ab'la dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaiman, oi*rri.ro pada ayat (2), Kepala Daerah belum

;:ffil:i'::Hff,Trfr'^ilfl;l rermohorian r<eueratan, mara repuirrui-'krpiu nr.,rr,, t.niung

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Syarat-syarat pengangkatan

Pasal 27

le'van pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaanya sebagai wakil atau kuasa dari-,,:lala Daerah;
: ^ggota Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepara Daerah;::irgangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tunun JJr setelah berakhir masa jabatan yang:ercangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (saiuiperioOe; 

--
"i'nlah dewan pengawas sebanyak-banyaknya a (tida) orang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;r:3gota Dewan Pengawas sebagaimana oimaksli ffi;;y;l*a1ibhemititi prngJirnrrn dan arau:ergalaman dibidang perbankan syari,ah;
:iggota Dewan Pengawas PD.BPRS hanya. dapat merangkap jabatan sebagai Dewan pengawas
s:banyak-banyaknya pada 2 (dua) BpR dan atau bpnS; 

J '-

:':1q:]: 
Devran Pengawas PD. BPRS dilarang menjabat anggota direksi pada Bank umum atau BpRainnya;

lrggota Devran Pengawas ;,,'aiib rnernenuhi persyaratan sebagi berikut :



: luempunyai rengetahuar dlbiCang perbankan. dedikasi, ahlak dan moral yang baik serta mampu
renjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan
:€ngaviasan PD. BPRS:

: 3ersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPRS secara sehat;: -lCak tedibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan
<epda Negara;

: Sehat jasmani dan rohani:
: -ldak pemah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
' lldak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
r.-ggctl Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggar diwirayah kerja pD. BpRS;
':raia Daerah menunjuk pejabat untuk menjadi ketua/anggota Dewan pengawas;

Pasal 28

;-=ra sesama Anggota Dewan pengawas dan atau antara Anggota Dewan pengawas dan Anggota
l'rcxsi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus mju-pun
:a:s kesamping termasuk menantu dan ipar;
-:aciia hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi maka setelah pengangkatan, maka
*-:.;< melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah;
1.-'lsota Dewan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupaun tidak
?..JSllrg kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh pD. BPRS.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 29

r-g3cta Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai
"::a Dewan Pengawas;
r-33ota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga).';r dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kari menjabat berikutnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan pengawas

Pasal 30

l-'3gota Dewan pengawas diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bank-:;:esia;
Seselurn menjalankan tugas, Anggota Dewan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatanya oleh':ra€ Daerah;
::-gangkatan Anggota Dewan pengawas PD, BPRS harus dilaporkan kepada Bank lndonesia dan
:€aL!an tembusan Departemen Dalam Negeri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
+ --! -^ ,^^



3=; a: ,iee'i':ai

Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan pengawas

Pasal 31

It;var: Pengawas bertugas menetapk_an kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan
:r:genCalian seria pembinaan terhadap pD. BpRS;

- l: air menjalankan tugasnya, Derryan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

Pasal 32

:-:-:t:: 
dan Tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Dearah, dengan

le 'van pengawas 
_ 

mempLlnyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan
:.e aksanaan tugas PD, BpRS;
:e:gawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan
::nbinaan;
:engawasan yang dimaksud pada hult{_b- merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi
's',venangan pengawasan dari luar pD. BpRS;
:angendalian sebagajmana yang dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan
:engarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya;
trem.binaan sebagaimana_dimaksud pada huruf n pasaiini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan
-,enjaga kelangsungan pD. BpRS;
:engawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah: ietapkan.

Pasal 33

,lEwan Pengawas mempunyaifungsi :

a Menyusun tata cara pengawasan dan pengeroraan pD. BpRS;b Melakukan pengawasan atas pengurusan pD. BpRS;r' Menggariskan kebijaksaan anggaran dan keuangan pD. BpRS;i. Membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan pD. BPRS.
levran Pengawas mempunyai wewenang :

a' Menyusun neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat
pengesahan Kepala Daerah;

b. Memberikan pertimbangan dan sasaran baik diminta atau tidak diminta
untuk perbaikan dan pengembangan pD, BpRS;

kepada Kepala Daerah

c Minta keterangan-kepada Direksi mengenai hal-hat yang berhubungan dengan pengurusan dan
pengelolaan PD. BPRS;

d' Mengusulkan pemberhentian sementara Direksi/Anggaran Direksi kepada Kepala Daerah;e. Menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk metaksanakan tugas terteniu itrr biiya pD.
BPRS;

Pasal 34

' Ketua Dewan Pengawas, mempunyaitugas :

a. Memimpin semua kegiatan anggota Dewan pengawas;

b' Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan oleh kepala Daerah;

.. Memimpin Rapat Dewan Pengawas,

, d, Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan pengawas.

. Anggota Dewan Pengawas, mempunyaitugas :

11



4

: t'iembantu Kefua Dewan Penga'uas dalam meiaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang
:ean ditetapkan oleh Ketua Dewan Fengawas;: r,ls akukan tugas-tugas lain yang diberikln oleh ketua Dewan pengawas.

--:-': Ternbantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentu-k Sekretariat Dewan pengawas
1611?r Keputusan Ketua Dewan pengawas,

!e*'-e:aeat Dewan Peng.awas sebagaimana^dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3tti 3'Bng dan dibebankan pada Anggaran BPRS

Bagian Keenam

Rapat Dewan pengawas

Pasal 35

:-:-{ Ieryelenggarakan iugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 dan:x":: 33, Dewan Pengawas sewaklu-waktu dafiat metgadakan rapat atas permintaan Ketua Dewanr+- 
3a rr'as,:::e sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan pengawas dan atau:-:.:cla yang ditunjuk oleh Ketua Dewan pengawas. ' i

-.*: -iisan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.*a: la daiam rapat tidak diperoleh kata mufakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan-:r:€: nenunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga)hari.::---daan rapat sebagaimana yang dimakiuo'paoa ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua)

i::::a setelah ditunda sampai2.{dua) kalisebagaimana dimaksud pada ayat (s) masih belum dapat

:::":'ji::l^maka keputrisan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setetah'berkonsuttasi dengan
--- I ssgtqtt.

-€{ran pengawas dapat menyelenggarakan rapat setiap tahun.

Bagian Ketujuh

Rapat Dewan Pengawas, Dewan Syari'ah dan Direksi

Pasal 36

' ;;:a: antara Dewan Pengawas, Dewan Pengawas syari'ah dan Direksi, dapat dilakukan minimal 2:-a' kalidalam 1 tahun atas undangan Ketuabe*an ienga*as.* :::at antara Dewan Pengawas, D-ewan Pengawas svailtn dan Direksi dapat dilakukan sewakfu-
"r:'Tu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atru-rbs permintaan Dewan:l.ga'*as Syari'ah dan Direksi,

Bagian Kedelapan

Laporan Dewan pengawas

Pasal 37

lr-'xa- eengawas harus memberikan laporan kepada Kepala Daerah dan Bank lndonesia setempat*e-;e'a, 
:elaksanaan. tugasnya_sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) nufan yaitu :, je:al Bulan Junidan Bulan Desember;: i3c:an sebagaimana dimalsud pada huruf g wajib dilaporkan selamballambatnya pada akhir bulan::'sL,ts untuk laporan bulan Junidan pada akhir bulan Februari untuk laporan bulan tjesember;: -e.eian pelaksanaan rencana keqa yaitu :

renilaian terhadap pelaksanaan rencana kerla yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-iarior yan g me mpeng a...rh i penca p a ian iargel;

It



-' -?ran mengenai p€l'Tr?sa;a"ral 'r?r,'l iapat rnenggaftggu keiancaran operasional bank serta yang:: a! dan akan dilakukai untuk mengatasinya. es-

Bagian Kesembilan

Hak, penghasilan dan penghargaan

Pasal 38

;;:.:,1t'. 
Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai

; "lci':r3 :Paling tinggi 40% dari rata penghasilan Direktur utama pD. BPRS dibawahpengawasannya.
: :.ggota : paling tinggiB0% dari honorarium Ketua.-:-:'anum Dewan Pengawas berasal dari PD. BPRS yang dianggarkan dalam RKAT yang telah-e-iapat pengesahan Kepala Daerah;
le::: akhir masa jabatan, ketua dan Anggota,Dewan pengawas mendapat uang pesangon secara:+=:-:-sama dari laba sebelum dipotoni pajak setelan oia"uoiioari tahun uffi,iiriu!, jabatan paling:-;; sebesar 400/o dari rata-rata yang oigriir,a or*rr nnggotJ"oiret<si dengan perbandingan seperti:e.+.i in aan honorarium sebagaimana d'imaksud naoi aiaii1."-4 (etua dan Anggota D-ewan eenta*as yang oioernentikan dengan hormat sebelum masa:irii3nY€ berakhir, mendapal uang jasi pengrbdiJn d;;d; ;yrrat menjalankan tugasnya setama* - =al 1 (satu) tahun d.an besamyi uang jasa pengabdian"yanj oiterima oiJi*4,* ,tas perhitungani-=:.'a bertunas dibagi dengan masa laSitan yrnf oitrnluriru"' t:'? dan Anggota. Dervan Pengawas. 

.mendipat pernuagian jasa produksi sesuai dengan:e:arCingan sebagaimana dimaksul ayat (1). 
--'r-' rvr'vu'

Bagian Kesepuluh

pemberhentian Dewan pengawas

Pasal 39

-.-3gota Dewan pengawas berhenti karena :: l,{asa jabatanya berakhir;
l,4eninggal Dunia.* : ^lgoia Dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :: :ermintaan 

sendiri;: rn4elakukan tindakan yang merugikan pD. BpRS;: lv{elakukan tindakan itau uersirlp bertentangan'dengan kepentingan pemerintah atau Negara;: sesuatu hal yang mengakibatkan ia tioak oaiat r.irim*ran tugasnya secara wajar,

Pasal 40" l'ggcta dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal3garai (2) huruf b, c, dan d, diberh]entika"n sementara oreh Kepara Daerah.J 'apada Daerah memben'tahti;; k-r;a yang bersingkuiSn ru.rara terturis pemberhentian sementara:riggota Dewan pengawas senagai;a;r oirrLruJffi*;;(1)disertaiarasan_arasannya;

Pasal 41

rai'ng iambat 1 (satu).bulan seiak penrberhentian sementara, Kepara Dearah sudah merakukan sidang
lil%ilii:,|,ffi jil:;el?.,?_iiil Pensawas ;;i;ri-il;.i,pr,,n ,p;k" *; bersangkuran

IJ



::::i'a dalam waktu 1 (sa:ur l.ra: s=:agairnana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum*: a<sanakan sidang maka kecul..rs.an cemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan
:e" r,;-nya;

-:a! ra dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang akan
::e*entikan tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan
* *]aia daerah.

Pasal 42

:.-:gota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
n::-rirsan Kepala Daerah tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis
**:aia Kepala Daerah.:: 'g lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Kepala Daerah mengambil
* ?:;i.rsan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
rrcliia dalam waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap
:e-chonan keberatan, maka keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 43

- ---. Capat diangkat menjadi Anggota Direksi PD. BPRS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :' :a=y'aratan Umum Pengangkatan DireksiPD. BPRS ;

llemiliki ahlak dan dan moral yang baik;
tutemiliki komitmen untuk memenuhidan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l',lemiliki komitmen yang tinggiterhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
lndonesia;

: Sehat jasmani dan rohani.

- ::syaratan Khusus pengangkatan Direksi PD. BPRS :

paling sedikit 50% dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman
cperasional di perbankan syariah;
Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan
perbankan syariah;
Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal minimal setingkat Diploma lll atau Sarjana
t 1,,,t^.rvluudr

Anggota Direksiwajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
Direktur Utama PD. BPRS Seluma wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang
saham pengendali;

Pasal 44

,-rieksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
:.ggota Direksi bertempat tinggaldiiempat kedudukan PD. BPRS;

4
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;asai 45

r-:a? sesama Anggota Direksi darriaiau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas
i , ?- 31 tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun
:n'.s {esamping termasuk menantu dan ipar.

: i.-;lcla Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat eksekutif pada

'r-:e!e perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain;
: --;i€la Direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak intemal maupun eksternal tanpa

-e-:artbatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab secara permanen dan jangka

* '.-;,;.[ Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung
'i:3ja pihak yang diberi pembiayaan oleh PD. BPRS Seluma.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 46

-,- 3i'r Anggota Direksi PD. BPRS paling banyak 2 (dua) orang;

- -:a:;ia anggota direksi terdiri atas 2 (dua) orang direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai
I 

=,"iur 
Utama;- :"-:qota Direksi PD. BPRS diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas unfuk masa

::aian paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan
:e:'r.ltnya.

- l::e um dikeluarkan keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih
rirylil mendapatkan pertimbangan dari Bank lndonesia;

' : *oinan Bank lndonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat atau
:':a(nya calon Direksiyang diusulkan tersebut untuk diangkat menjadi Direksi: ''::ala daerah setelah menerima pertimbangan dari pimpinan Bank lndonesia segera menerbitkan
.s:.rbsan tentang pengangkatan Anggota Direksi;
'::ulusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
::a^datangani oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 47

' rnses pengangkatan Anggota Dircksi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
, alg berlaku;

- :'cses pengangkatan sebagaimana climaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan
:abelum masa jabatan Direksi PD, BPRS yang lama berakhir.

Pasal 48

*iirlr?i1 pengangkatan Anggota Direksi PD. BPRS wajib disampaikan kepada Bank lndonesia paling
:-:at 10 (sepuluh)harisetelah keputusan pengangkatan dimaksud ditandatanganioteh Kepala Daerah;"

Pasal 49

' Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi PD. BPRS dilantik dan disumpah jabatan oleh Kepala
I aerah.

- relantikan dan Pengambilan surnpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
anaT (tujuh) hari sejak djx,elualran Keoutusan tentang pengangkatan Anggota Direksi.
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Baglan Keempat

Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Ja'tab Direksi

Pasal 50

- =tr: -.€mpunt?i tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan*o-*::'*;asi 
kegiatan operasional PD, BPRS,

Pasal 51

-:-' *:'aksanakan tugas set:agaimana dimaksud dalam Pasal50, Direksi mempunyaifungsi :

':- tnpin PD. BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
::-elasan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD, PBRS berdasarkan

':: iakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
::^'rusunan dan penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan PD, BPRS kepada Kepala
l:erah melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan,
:e-biayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
:3^'iusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BpRS
::-"ar 3 (tiga)bulan sekali kepada kepala Daerah melaluiDewan pengawas;
::r!'usunan dan Perhitungan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
.::ada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 52

I 
=" 

s nempunyai wewenang antara lain :
t,'e,i_ourus dan mengelola kekayaan PD. BPRS;
!"'erEangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian dan ditetapkan oleh
l'.e<si dengan persetujuan Dewan Pengawas;
n,ie.re13pLtn struktur organisasi dan tata kerja PD. BPRS atas pertimbangan Dewan Pengawas;
r,te,vakili PD. BPRS di dalam dan di luar pengadilan;
::abiia dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili pD. BPRS
-:agaimana dimaksud pada huruf "d";
r,Ns"tbuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas
:ellrnbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;: ',ie""ji:al atau melepaskan hak atas barang milik PD, BPRS berdasarkan peisetuluan dan atau
:e-.mbangan Dewan Pengawas.

Pasal 53

l;rksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab
lelan Pengawas.

- ::tanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang
::alila Direksi terdiri dari 2 {dua) orang Direktur.

kepada Kepala Daerah melalui

ditandatangani oleh Direktur Utama

Bagian Kelima

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 54
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I r:,*:,' -tana mempunyat li.igas rnenyebnggarakan p€rencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan
L,t;?s I eksi serla rnelakukan Per"nbinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit;
l,r+*--:isnpunyai tugas melakukan pemblnaan dan pengendalian atas jalannya PD. BPRS;
laa- *elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi
re-i.r*y'a: kewenangan yang diatur dalarn tata tertib menjalankan tugas direksi;
x;;d,'? semua Anggota Direksi tidak berada ditempaVberhalangan, maka ketua
;e;,'= '.enunjuk seorang atau dua orang Kepala Bagian sebagai pelaksanakan

Dewan Pengawas
tugas Direksi yang

jrl-,r€ran dalam Keputusan Dewan Pengawas;
lrl:E*s raoat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam
rEr*,l,sl sersetujuan Dewan Pengawas.

upaya pengembangan PD. BPRS

Bagian Keenam

Rapat Direksi

Pasal 55

:ff:: lrreksi PD. BPRS, diselenggarakan secara periodik minimalsekalidalam 1 (satu) bulan;
: lu=.t.1: itama memimpin rapat Direksi.

Bagian Ketujuh

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 56

:l.r! rambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan rencana kerja dan
r I'i3ran tahunan (RKAT) PD. BPRS kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
'r2g i3 sarnpai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan,
- ida iencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPRS dinyatakan berlaku;
le:a: perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPRS yang terjadi dalam tahun buku
-:-,s inendapat persetujuan Dewan Pengawas;
:?:']ena keqa dan anggaran Tahunan PD. BPRS yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan::-ga'ras disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Bank lndonesia dan
lera{emen Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Perhitungan Tahunan

Pasal 57

-3^rn buku PD. BPRS adalah tahun Takwim;
:a, rg 

Jambat 3 (tiga) bulan terakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang
::=rri dari Neraca dan perhitungan laba I rugi yang telah diaudit oleh Akuntan publik kepada Ddwan
:€Tawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
tr?r?c? dan perhitungan laba/rugisebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanda tangani oleh Direksi
:ar {etua Dewan Pengawas atau seorang anggota.
I 'xsi vrajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPRS yang telah disahkan
:er Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Bank lndonesia dengan tembusan pada Menteri
la a;'n Negeri,

l:'eksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada
:alan pengumuman PD. BPRS yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

17



:asar 58

--:r:ia Direksi karena jabatanya diberikan gaji, yang nreliputi :

= I rckiur-Utama menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau 3 kali gaji tertinggi
:+:a','rai PD. BPRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesui kemampuan keuangan PD. BPRS
:3angan persetujuan Dewan pengawas.

: I ektur menerima gaji paling tinggi g kali gaji terendah atau 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD.
SrRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan PD. BPRS dengan
::netujuan Dewan pengawas.

:-::3ia Direksi mendapat iasilitas :

reralvatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang
: reiapkan oleh Direksi, sesuaidengan kemampuan keuangan PD. BPRS;

",'nah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pergantian rumah sesuai dengan
.erampuan PD. BPRS;
'r.endaraan dinas sesuai kemampuan PD. BPRS;
:e nghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan:] BPRS;

- - ^;^ l-\)-^ l.-- :;::? Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PD. BPRS;- - --;: ul{uKsl lllelllpelglerl Jasa pl0ouKsl SeSUal Oengan pefalufan yang DenaKU 0l F'U. HI,KS;
:= a':sanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana maksud pada ayat (1) dan (2), harus
::xarkan pada ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas Syari'ah dan
:i I reksi, gaii pegawai dan biaya Tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihijumlah 30% dari total
:-=-:aiatan atau 40% dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 59

- -:;:ra Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

= l.:irtahunan diberikan selama 12 (dua belas)harikerja;
: Suti besar /panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;: .nabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijatankan, kepada Direksi yang tidak dapat

-elaksanakan cuti besar dimaksud diberikan pengganti dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali
lenghasilan bulan terakhir.

r-:icta Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan
;'-.;nasilan penuh dari PD. BPRS.

Pasal 60

!::ar akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% dari laba
:i:€ 'lrri dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan
:=':,andingan Direktur mendapat B0% dari Direktur Utama;
' ::eiituan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan apabila akumulasicadangan::' ,aba yang tidak dibagikan memungkinkan;
--3cota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat
-arg jasa pengaMian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dehgan syirat telah menjalankan"-:?snya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengin masa
:: aian kali 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari iahun selehm tugasnyi berakhir::r atau minimum 1 (satu) bulan gajiterakhir,

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian Anggota Direksi

r - --: :ia Direksi, berirenti karena
: *,'asa jabatannya beraknir,
: ','3-gundurkan din:
: ','eringgel dunia:

t5

Pasal 61



-'; -:: I =rs darat ,1,:erher:r't:: : :- Keia;a Daei'ah atau usul Deytan pengawas setelah-*-:;::r :n3.€iijjuan Direi.s; Barr ^: ^:sra,ralarpun masa jabaiannya uetumoerathir, krrrnr,
- 1- ''=2- ron-{iri'JVrtgi ,,

i i1-r a- i n akan yarE meruEikaa FD. BpRS;

'i i'-':: : ndakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
'= i. -' ?- sesuatu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajai;

Pasal 62

vang diduga melakukan peftuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2)
cengan huruf d, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Oewbn

ir memberitanukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud.;erada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 63

*;ir : :::r ivaktu 1 (satu) bulan aimana dimaksud ayat (1) pasal ini Dewan pengawas belum-'r;r k'-{:- ;erclCangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan
. *': :::=-:.rJ:en dapat melaksanakan tugasnya kembalisebagaimana mestinya;- :::_= :-:: ffidangan,sebagaimana dimaksud pada ayatit; Rnggota Diieisi tidak hadir tanpa

p!iorvqrrvqrr Dttucrg.rrrrrctr rcl ullll.l^suu paua ayal ill Anggota UlfeKSl tldak hadif tanpajili:'nl;!i 'a-'- dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan Oianggip menerima keputusan yang
:1"'F ff( a- : :h, Dewan Pangawas;

1:':---:":it-n Pengartras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan

;;r *; *: : :t: ',latan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudahP*-: -- , : (e(uatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak d*ngrn hormat;

Pasal 64

-";;: : I =rsi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan' i: : : I -':' tentang pemberhentianya, dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Kepala
] *t-= -

*r3: : :-:::ia Direksi mengajukan keberatan.terhadap pemberhentian tersebut paling lambat 2::-: :-:- seiek diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah harus sudah 
-mengambil

:': ---: -- ::aiah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;*;'n.: : :::': ',vaktu sebagaimana dimaksud 
.pada ayat (1) Anggota Direksi tidak mengajukan*i*-:':- -1El':tusan Kepala Daerah mempunyai kekuatan hukum ying tetap;*;a: i :':^r uiaktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud padi aiat (2), Kepata Daerah belumr*-::-: 

'e:'utusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusin teniang pemberhentian batalr:r* - -'-* :en yang ber-cangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali seUJgaimana mestinya;

Bagian kesebelas

Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 65

:,-:t:-t '5,! "engadaian 
dana peLrsiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegarvai pD.

: - - : , =-: -,e-ipakan ke,alraan pD. BpRS vang dipisahkan;
- 1"-::€-s,'isri i.r.:-::r:?: iue sebagar'naira y2ng dimaksud ayat ('lipasat inj bersumberdari :



L
t
C

ban pensiun dan tunjangan haritua Direksidan pegawai pD.BpRS;

tlna kesejahteraan;
Lbdn-usaha lain yang sah;

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 66

[e bersih PD. BPRS yang telah disyahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong pajak,
dq$,arya ditetapkan sebagai berikut :

L Bq$an laba untuk daerah 40yo
L Cadangan Umum 200/o

c. Gdangan Tujuan ZOo/o

I tlmakesejahteraan ........... 10%
c. .h Produksi ......... 10yo
ltr ultlk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ,dianggarkan dalam ayat penerimaan
ffi) t$un anggaran berikutnya;
+tgil uinum antara lain untuk laba ditahan yang penggunaanya atas persetujuan Kepala Daerah;
ffiryat fujuan antara lain untuk dana masa berakhir pengurusan Dewan Direksi, Dewan pengawas

!r Deilltr' Syari'ah atas persetujuan Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendapat perseiujuan
haras;
llm kesetahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain untuk dana pensiun
lhls dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya;
nq$naan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukan bagi Dewan
krymas, hwan Pengawas Syari'ah Direksi dan pegawai yang besamya ditetapkan oleh Direksi* persetuiuan Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan
ftngaras.

BAB X

TANGGUNG JAWAB OAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 67

frtr Direksi atau Pegawai PD. BPRS yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena
Hildrnya menimbulkan kerugian bagiPD. BPRS, wajib menggantikerugian dimat<iud;
Iila cra panyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaisud pada ayat (1i, sesuai dengan ketentuan
Fdnrg{rndangan yang berlaku,



3:3;,ii

KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu

PENGANGK,ATAN

Pasal 68

:tr,l3-",1{Eian pegawai Bank Perkreditan Rakyat Daerah harus memenuhipersyaratan :i" ,',i-13 )iegara lndonesia.
r }*e akuan baik dan belum pernah dihukum.
r t,re-silnyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan.
r I -: atakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi,
* - s a :aling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun

-- rs ujian seleksi.
:tr-,1r2-€Kdtan pegawai melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6fla- bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling seOit<it bemilai
:efi
_ ^ a,"l^aa _-riii-d5.

: -.:cakapan.

: ':s€.atan.
: , ?u.e sama.
; ':'aj::ian." 'i:",.t;uran.
r;;ci a sada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimanaj*,ars-i pada ayat (2), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 69

-r=**r dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang
:Etr;l:-,'a ditetapkan dengan Keputusan Direksi.*3-313 

honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan
-*-': -:uki jabatan.

Pasal 70

iul 31=" regawai BPR Daerah yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat
-e- a:i pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.;:;r*ai seEaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok
:a:: saat berhenti.
::r"gargkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan
l,rl"s' setelah mendapatkan persetujuan Dewan pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 71

rTr-,J*'r :egavrai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

i' :?:3,',a' Dasar Muda : Golongan A Ruang 1;
r. :,?:tr*a, Dasar lvluda I : Golongan A Ruang 2;

L

J

L

; :?:l'r,al Dasar
t :s::ra, Dasar I

* :"la,"sela lv{uda

: Golongan A Ruang 3;

: Golongan A Ruang 4;

: Golongan B Ruang 1;
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: Gi 3'^la- 3 Euaig 2,

: Gcicrgar 3 Ruang 3:

: Gotongan 3 Ruang 4;

: Golongan C Ruang '1;

: Golongan C Ruang 2;

: Golongan C Ruang 3;

: Golongan C Ruang 4;

: Golongan D Ruang 1;

: Golongan D Ruang 2;

: Golongan D Ruang 3
: Golongan D Ruang 4;

PasalT2

t'ff'nriri r -a-; dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

i lql;-:- Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1 ;

i 3*r::r:- Serolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulaidengan dengan golongan ruang //2;
;, !*r,:::- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan raung B/1;
r !e'i=-:. Sarjana Muda dimulaidengan golongan ruang B/2;
i, i,;r .-- S-1 dimulaidengan golongan ruang C/1;

3*-ir:a- S-2 dimulaidengan golongan ruang C/2;

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 73

d ,3r 'd:- iangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
r',**a{:'- :angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

i " 3: I rrin paflgkat regular.
i ,;-;.rar pangkat pilihan.
: - 3-: .ran coflgk?t penyesuaian.
: " =-: rar pangkat istimewa,
* ' :"- : .ran pangkat pengabdian.

" :r a t?n pangkat anumerta.

Pasal 74

'r,*lar,r- :argkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan
in-ra -€-:tematikan jabtan yang dijabat.
:'s r l !:-; ak kenaikan pangkat reguler yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :

r l"i- , ,^ Sekolah Dasarsampaidengan golongan ruang B/1.. i** =::' sekolah Lanjulan Tingkat Pertama sampaidengan golongan ruang B/2.
r 1."- =-a' -aekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan gorongan ruang c/i
r !q- :-:. Sarjana Muda sampaidengan golongan ruang C/2.
* l*-, ;-:. S-1 sampai dengan golongan ruang D/1,

l** ';a. S-2 sampaidengan golongan ruang D/2.
l' *:*-ainr.-:angkat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberiakan setingkat lebih tinggi

i tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bemilai
:a an 2 (dua) tahun terakhir,
5 i ima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit
: cukup dalam 1 isatu) tahun terakhir._fr



,anE rnemiliki Tanda Temat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
:a aksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat

:: aksana Muda I dengan golongan ruang Bi2.
,:rq memiliki ljazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I

-.;ang Bl2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan

:aigkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)diberikan apabila :

2 tdua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit
:aii< daiam 2 (dua)tahun terakhir,
: "Jga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai- -J-l J -"i, -'.".'.'.

:;^ra: ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Kejuruan menduduki
setingkat lebih tinggi

Pasal 76

:":"i- :argkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi
:.: -;,,=i '/ang telah ditentukan.
r": ,:,- : a'grat pilihan dlberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan

:t- =-:riiian.
::- I ir '- :argkat piiihan dilaksanakan setiap kalidengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi

,- 
-'tu 

-- . Jua) tahun dalam pangkat dalam pangkat yang dimilikinya dn urrsur penilaian kerja paling
i:: - :em lai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,-:''* : :iga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bemilai
:1' --.^ :"dak ada unsur penilaian kerja yang bemilai kurang selama 1 (safu) tahun terakhir.

PasalTT
:-::': .,:-3 n'temangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang
r-;' :- s::al kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

: a - I sadikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
n-:'^ ' Jengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.:, -: se:iklt telah '1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat
:'* - : :' 'asiJ penilaian kerja setiap unsur bemilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa

- - ! v.

:r: n:- -:"ckat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kaliselama
r: :Y:: "':

Pasal 78

; :':; "' ':-: l'iemperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai
rf - : : - - :::ri!an sebagaimana diatur dalam Pasal 75.
;*-.;,i-, .: ,rnglriJI;il;ffir'li,,i]i iroa ayat (1) diberikan apabira :

' " ::- *- iang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan BPR Daerah.I : 
= 

- : s::r{ I '1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian keila rata+ata bemilai
:1'

Pasal 79

:- ::-;<ai lstimevra diberikan kepada pegawai yang rnenunjukkan prestasi kerja luar biasa atau
- - ar :€^eruan baru yang bermanfaat untuk BPR Daerah,

]rr -

-6**



Pasai B0

' *5a*a: yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7g dinaikkan
:ergrahya setingkai lebih tinggi apabila :

. \'enunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir.: -aiah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
; -asil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.: Unih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawaiyang bersangkutan.

,il ir;*ai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BFR Daerah sebagaimana
irars."rd dalam Pasal 79 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun
uani pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bemilai baik tanpa nilai kurang.J { ff.?(3,l pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat padalabatan,

Pasal 81

nWsa rernasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikkan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi
mr :mr;rainya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Keempat
Halchak dan Penghasilan

Pasal 82

' inm. cegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesual
rergar pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

I 3*arya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah
rur-, r-.rrTl Kabupaten/kota setempat.

il ;:*-:erian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan
s*a.a .:saha BPR Daerah.

Pasal 83

krr:lsurlan skala gaji pegawai BPR Daerah dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai
*t333{'r Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BPR Daerah. 

.

: i'r:a gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 84

:tgarial berirak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena
3esei centing atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan BPR Daerah.I :?;auai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayii (t) tetap diberikan penghasilan
rri---ir kecuali cuti diluar tanggungan BpR Daerah.

Pasal 85

' :s;a'vai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha BPR Daerah atau iuran
:ega,tai BPR Daerah yang Citetapkan dengan Keputusan Direksi.

: 3es'a:nya tunjangan haritua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal BO

::3a*ai yang diangkat daiam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diberikan gaji pokok*e.r;rut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
: :e;a*ai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 87

" :erarvai yang beristrihersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% {sepuluh per seratus):r gaji pokok
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hFi yrg rnernpunyai al* bsnmrkrlrang det21(dua phh sakr) Hrun, belum mempunyai
p$ncta serdiri, dm belum ahl tid* menikah diberikan funjangan anak sebesar 5olo {lima per
GEI daigaiipokok untuk setiap anak
:ffirgnr ilak ebagaimana dimaksud pada ayat t2) dapat diperpanjang sampai umum 25 (dua

ffi fna) bhun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan
lisar

ffi l*runt anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan paling banyak untuk 2 (dua)orang
ffi-

Pasal BB

ffifrl dt setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di masing-
mitFR Daenah.

Pasal 89

mfr h$nri yarq memiliki nilai rata+ata baikdalam daftar penilaian kerja pegawai, diberikan kenaikan gaji
E-

m @fa yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Ha gaji berkala ditunda paling lama2 (dua)tahun.

Pasal 90

M Hmlan pegawaiterdiridarigajiditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
& TlfrA;a Pangan

b frf,ngar Kesehatan
G Triegryr Kemahalan

dr TrSnga' lain yang

ffih ruFr$eserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjungan kesehatan sebagaimana
*d pda ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan rumah sakit, klinik dan lain-
Hr prg pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

ffi Tr*ngan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil
* pedtalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat hargap berfaku.

Pasal 91

illiil kiild sfuktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal g0 ayat (1)ffir tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.

ffiil manplrg tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.
Pasal 92

&ml Fengaras dan Direksi serta pegawai BPR Daerah membayar penghasilan atas beban BPR
ML

Bagian Kelima
Bantuan dan Penghargaan

Pasal 93

mFi ffierikan sanfunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan
&*sa Direksi.

Pasal 94

m[! thelc$ memberikan jasa peng$dian kepda pegawaiyang mempunyaimasa kerja pada BpR Daerah
wra brus menerus selana 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan
fuEar kernampuan BPR Daeratt
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::+-:--,= l:,ar Cenoembancan BPR Daerah.
:---:€.:. lasa pengabdiar dan tanda iasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
-- :- :,a--. ? dr\e\apkan denganKepu\usan Dueks\.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 95

.'*' i;i lit3,l'ai Wajib :

l *-l-<Lng dan membela serta mengamalkan ldeologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-
- 

- :.-; lasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

'i-:a-ulukan kepentingan BPR Daerah diatas kepentingan lainnya.
:-::-r dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan.
:-+la:rg teguh rahasia BPR Daerah dan rahasia jabatan.

" :-:a::rat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

"liri.ir "i : afang:
.. ,* r,*{2r'r kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara.

i:-,,'a<an kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri baik secara langsung maupun'-:" a:isung yang merugikan BPR Daerah.
r :,-.:in hal-hal yang mencemarkan nama baik BPR Daerah.

" ;-:€:{an keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia BPR Daerah kepada pihak lain,

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 97

: ?-::,', a BPR Daearh dapat dikenakan hukuman disiplin,
r - : - J(uman yang dikenakan kepada pegawai BPR Daerah sebagi berikut :

il:r3n li53n
-::Jran tertulis
: :", -iirdaan kenaikkan gaji berkala
::.,indaan kenaikan pangkat
:i.irunan pangkat
:=-bebasan jabatan
: :-berhentian sementara
:=-berhentian dengan hormat
::rberhentian dengan tidak hormat

: :':aiaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
-: -:-s3:t Direksi.

Pasal 98

= 3DR Daerah diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang
. .- 3PR Daerah atau kejahatan/tindak pidana

Pasal 99

::: - 
",ei 

yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 98, mulai bulan berikutnya
: -.- r ar 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.

-.:-:-;a pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan kecuali permasalahannya menjadi
. --::- r,ihak aparat penega< i'.ukum

10



Pasd 100

qnT td hasil penyidikanipemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimanaffitd pada Pasalgg ayat (2)tidak terbukti ber:satJh , pegawaiyang"bersangLui;ia*s
ffiii*m kembalidalam jabatan dan berhak menerima iisa pengh"asilannyi 11.ng n ru* diterima.OF hd da kepastian seorang pegawai telah hrbuat atau telah melakukan suatuiindakan*qfrnma dimaksud dalam PasalgB, Direksidapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 101

flS kgni frertrentikan dengan hormat apabila :r, lkiqgatdunia.
h rel* mencapaiusia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun.
a- lGsefiatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji

trsendhi.
il. Fennirtaan sendiri.

* 3 furquranEan pgawai.

m h0nEi yaq telah berusia 56 (lima puluh.enam)tahun dan telah mempunyai masa kerja paling

3gdl2t (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendafatkan jaminin iunla"ngan

^ frriln yarg besamya ditetapkan dengan Keputusin Direksi.
m h0nE yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyaitunjangan haritua diberikan

-_ tllilrgon yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
m kFfr- yang diberhentikan sebagaimani dima'ksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaanya berlakuffi dftir bulan berikutnya.

Pasal 102

niltrr- yang dibefientikan dengan tidak hormat apabila :

3 mnggarsumpah pegawaidan atau sumpah iabatan.ft flIf,ftrn berdasarkan keputusan pengadilan d-alam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatanbrn tB@.
CIhftrn telah melakukan penyelewengan idiologi negara.
furyebilengan di bidang keuangan.

G"

d[

Pasal 103

rffi ffinnkepegawaian BPR Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksiatas persetujuan Kepala
[hrd/RUPS setelah mendapatkan rekomendasi daii Dewan pengawas.

ffi kHsanaar pengangkatan kenaikan pangkat kenaikan gaj[kenaikan gaji berkala,pemberianglurgaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhenian pegawaiditetapkaneng Keputusan Direksi

BAB XII

PENGAWAS

Pasal 104

#'il[ Dengil tidak mengurangi hak atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan
ng berlaku benrvenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segaia seruitu

rnrqienai pekerjaan urusan rumah tangga daerah oleh Kepala Daerah dapai men'unjuk Badan
Fengawas Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PD. BpRS serta
perhqgungjawaban dari hasil pengawasan disampaikan kepada Kepala Daerah;
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: -',:ian PubliUNegara Bervrenailg meiakukan pemeriksaan atas pengurusan pD, BpRS serta
:6:2rlgg ungjawabanya.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 105

:'- i:iS dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah/Swasta dan atau Lembaga Keuanganrfi' ::*:'l serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalplrbankan |an

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 106

'iiE-:ert dalam Negeri melakukan pembinaan, fasilitas terhadap PD. BPRS dalam rangka-*- 'gkatk?n daya guna dan hasilguna PD. BPRS sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah;:::*'sanaan pembinaan dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud- pada ayat (1) dilakukan olehl,l.l{Ll Jenderal Pemerintahan Umum Daerah;
:=-irnaan teknis dan pengawasan terhadap PD. BPRS dilakukan oleh Bank lndonesia dan Lembaga,'i:; :€twenang.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 107

;;:1,:*:^PD' BPRS ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berlaku setelah mendapat persetujuan
." lir ' -- Vbiclt

.,*:a a Daerah menunjuk panitia pembubaran pD. BPRS.
" -:a: a PD. BPRS dibubarkan, hutang. dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan pD.

l:':S can sisa lebih kurang menjadimiriutanggungjawab pemerintah Dalrah;: e- :a rembubaran PD. BPRS menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran pD, BpRS kepada,::aa Daerah;
- u ::: a Daerah menyelesaikan kekayaan Direksidan pegawai PD. BPRS yang dibubarkan;::*:ibaran PD. BPRS dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Bank indinesia dengan tembusan

tr*";ei Dalam Negeridan Otonomi Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

"',ii--1 ,2r3 belum diatur dalarn Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan
: ir'-",' .: I ianjut oleh Peraturan Bupati.



BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

ffitd yang belum diatur dalam peraturan

fuhlth lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 108

Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan

Pasal 109

;Mran Bupati ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

&r s6+ orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Bupati ini denganprq*annya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

(eueatsELuMA

mummsan diTais
mmmssd ....t..f .elf1.#.1.....2008
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